
BUPATi PAMEKASAN
PROVINSi JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

Mengingat

b.

c.

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk mernenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah, yang berbunyi Rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD yar,:;g telah disetujui
bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota
tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
Bupati, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang
disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD ;

bahwa penyampaian sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2OL6 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggr;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
nep--uUtiti Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tamba'han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)'
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Norn6r 2 Tah'n 1965 (Lernbaran l.Iegara Republik
Indonesia Tahun 19650 Nomor 19, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 2a Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kori-:.psi, 

-kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

neputUi. Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
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2.
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7.

B.

A

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesii
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOOl ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44271 ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia.Nomor 1435) ;
Undang-Undang' Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OLS (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLS Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO l.{omor 27O, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28l;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota .DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44L6), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OO7 (Lembaran Negar4i Republik Indonesia
Tahun 2OOZ Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSaQ ;
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 74 Tahun 2012
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2
Nornor 17I, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268) ;

15. Peratrrran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a575) ;

16. Peraturan Pemerinta.h Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OLO (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781 ;

18. Peratrrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 1.65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

19. Peratr:ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada PartAi Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tanrtbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;



23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5272) ;

24. Peraturan PernerintaLr Nornor 6O TahUn 2ot4 tentang
Dana Desa yar'g Bersurnber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah dengan Peratr:ran Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLS Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 569a1;

25. Peraturan Presiden Nornor 1O8 Tahun 2oo7 tentang
Tlrnjangg.n Tenaga KePendidikan;

26. Peraturan Presiden Nomor a7 Tahun 2OL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2
Tahr:n 2Ol1-;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2OLL;

28. Peratrrran Menteri Dalam Negeri \omor 21 Tatrun 2OO7
tentang Pengelompokan KemampuAn Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian T\rnjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional ;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PIll'{'K/O7 /2OOB
tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalatrgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20/P} K.O7 /2OO9;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OIL
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiai
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2;

31. Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;

32. Peraturan Menteri Dalam I'{egeri Nomor 52 Tahun 2OI5
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1

Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewah Perwakilan
Ralqyai Daerah Kabupaten pamekasan (Lembaran
oaeral- Kabupaten Pamekasan Tahun 2oo5 Nomor 1 Seri
E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tatrun 2OOB

(Lembaran Daerah Kabupaten parhekasan Tahun 2oo8
Nomor 7 Seri E) ;
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Parnekasan Nomor 6
Tahun 2OO5 tentang Bantuan Ker-rangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2OO5 Nomor 2 Seri E) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Parnekasan Nomor 10
Tahun 2006 tentang Surnber Pendapatan dan Kekayaan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2006 Nomor 8 Seri E) ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten P6mekasan Nomor 6
Tahun 2OIO tentang Retribusi PelSyanan Parkir di Tepi
Jalan [Jrmrrn dan Retribusi Ternpat KLrusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OIO
Nomor 1 Seri C);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7
Tahun 2O1O tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OLO Nomor 2 Seri C);

38. Peratr.rran Daerah Kabupaten Parnekasan Nomor 2
Tahun 20LI tentang Pajak Daerah (Lembaran Daeratr
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL1 Nomor 1" Seri B) ;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4
Tahun 2OI2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
Nomor 1 Seri C);

40. Peratrrran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1"3

Tahun 2OL2 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri
c);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L4
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabr:paten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri
c);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Parnekasan Nomor 15
Tahun 2OL2 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabr:paten Parnekasan Tahun 2Ot2
Nomor 4 Seri C);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2L
Tahun 2OL3 tentang Rencana P'pmbangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2OL3-2O18 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);

44. Peratrrran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupatr Tahun 2ot8
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI4
Nomor 8) ;

45. Peraturan Daerah Kabt.paten Parnekasan Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penambatran Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam tuoaat Perusahaan Daerah Air Minurn
(LembaranDaerahKabupatenPamekasanTahrrn2ol5
Nomor 7);

46. Peratrrran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2
Tahun 2OI5 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daeratr Ke Dalam tuoa* PT. Bank Perkreditan Ralgrat
(LembaranDaerahKabupatenPamekasanTahun2oLS
Nomor 8



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATtrN PAMBKASAN
dan

BUPATI PAMBKASAN

MEMUTUSKAN :

MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 adalah
sebagai berikut:
1. PendapatanDaerah............ Rp. I.846.498.44I.610,93
2.Be1anjaDaerah.;"ij::::::::::.:..::::::::.:::..:.:..:::.::e

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto.
Selisih Lebih
Berkenaan: Rp.

Rp. 2O3.O 10.935.43 1,OO
Rp. 14.5OO.0OO.OOO.OO
Rp. 188.5 10.935.431,OO

Perhitungan Atdgaran
O,OO

tahun

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Paqal 1 angka 3 terdiri
atas :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 142.771.055.750,93
b. Dana Perimbangan sejumlah ....... Rp. 1.392.252.062.060,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang

sah sejumlah ... Rp. 3L1.475.323.8OO,OO
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 19.181.652.096,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. L2.232.949.328,OO
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang -

Dipisahkan sejumlah........ Rp. I'817'?9-1'966,08
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 1O9.5O9.159360,85
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 96'09?'723'000,00
b. Dana Alokasi umum sejumlah Rp. 862.935.567'000,00
c. Dana Alokasi Khusgs sejumlah Rp. 433.223.772-060,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah se3umLfr....-... Rp 1'946'630'000'00
b. Dana bagi Hasil Pajat dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

sejumlahRp.6s.218.o82'8oo,oo
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

sejumlah RFi 191:s4 7:|'ooo'oo
d". Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerirltah Daerah lainnya

sejumlahRp.79.355.82o.0oo'oo



(1)

{2)

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.166.859.718.811,93
b. Belanja Langsung sejumlah .. Rp. 868.149.658.230,00
Belanja Tidak Langsi.rng sebagairnana dirnaksr-rd pada ayat (1) huruf a
terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejurnlah .. Rp. 902.235-935-969,53
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 30.967.500.000'00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 7.782.44O.OOO,OO
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupatenf - 

.,

Kota dan Pemerintatran Desa sejumlah ...... Rp. r' 3.5O1.460.142,4O
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/-

Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 2L8.872.382.7OO,OO
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.5OO.OOO.OOO,OO
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 34-724-660.550'00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 293.693.979.566,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 539.731.018- 114'OO

Pasal 4
Pernbiayaan Daeralr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
atas :

a. Penerimaan Pembiayaar: sejumlah Rp. 203.010.935.431,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah ............. Rp. 14.5OO.OOO.OOO,OO

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis
pembiayaan :

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun -
Anggaran sebelumnya sejumlah ......... Rp. 2O3.O1O.935-431-,OO
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
pembiayaan :

(3)

(1)

(2)

(3)

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp.
b. Penyertaan rnodal investa.si Pemerintah Daerah -

sejumlah Rp.

5.OOO.OOO.OOO,OO

9.500.ooo.ooo,oo

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yqrg merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Llmsan Pernerintahan Daerah
dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;



B.
9.

Larnpiran VIII
Larnpiran IX

1O. Larnpiran X

1 1. Lampiran XI

L2. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

Daftar penyertaan modai (investasi) daerah;
Daftar Perkiraan Penarnbahan dan Pengurangan Aset retap
Daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengllrangan asset
lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belurn diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini ;

Daftar dana cadangan daerah ; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
krrrangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan' d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pernulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia. anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga. i
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a. rnenggunakan dana dari hasil penjadwalan uJang capaian target
kinerja prograrn dan kegiatan lainnya dalam tahun anggararl berjalan;
dan/atau

b. rnemanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5) Pengeluaran se.bagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia ddam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan rnendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan legiatan lainnya
dalam tahun anggatan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD'
(Tl Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diformulasikan terlebih datrulu daiam RKA-SKP[), kecuali urrtuk
kebutuhan tanggap darurat bencana.

(8) Pelaksanaan fengeluatan untuk mendanai kegiatan- dalam keadaan
dalrrat sebagij.rnina dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu
ditetapkan dengan perafi.Lran bupati.

Pasal 7
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebLgai landasin . operasional Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
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Pasal 8
Peraturan Daerah i:ri mulai berlalru pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiny'a, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lerrbaran Daerah Kabupaten
Pa-rrrekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2015

Diundangkan di Pamekasan,
pada tanggal 29 Desember 2O15

SEKRSTARIS DAERAH
PAMEKASAN,

,DAERAH 
KAE UPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 15
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